BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang
dijalankan oleh  Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatlkan
asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa perlunya penyesuaian sistem akuntansi pemerintah
daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan untuk penyesuaian sistem akuntansi
daerah dengan kondisi di daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan
Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi' Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu
disesuaikan dengan perkembangan hukum, sehingga perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

10.

11.

12.

13.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155):

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolahan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD,
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan,
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintah Kabupaten Barito Kuala

5. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, Belanja, surplus/defisit-LRA, Pembiayaan dan sisa
lebih/kurang Pembiayaan anggaran, yang masing- masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL akhir.

7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
suatu Entitas Pelaporan mengenai Aset, kewajiban dan Ekuitas pada
tanggal tertentu.

8. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.



9. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, suplus/defifit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

11. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK
adalah laporan yang menyajikan informasitentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atasnilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) (1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SAPD.

(2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pilihan prosedur
dan eknik akuntansi dalam melakukan identifikasi Transaksi,
pencatatan dan jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan
Neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :

a. LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d. LO;
e. LAK;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 4

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

a. sistem akuntansi SKPKD; dan
b. sistem akuntansi SKPD.

(2) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan pengungkapan atas
Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, transfer,
Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi, serta
penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan pengungkapan atas
Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi serta penyusunan laporan keuangan
SKPD.



(4) Ketentuan mengenai penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito
Kuala Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014
Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala. : ‘

Ditetapkan di Marabahan

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 26 Januari 2023




pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab
adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB
BUPATIBARITO KUALA

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
........ Scbagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yvang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

z
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D)

Jika

Jurnal Finansial:

menambah Kas. Misalnya,
kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Pemerintah Daerah

Uraian Debet | Kredi
t
Kas di Kasda Xz
Pinjaman Jangka Panjang XXX
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Uraian Debet | Kredi
t
Estimasi Perubahan SAL Xxx
SiLPA/SiKPA XXX

Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemerintah Daerah kurang
membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian Debet | Kredi
t
Pinjaman Jangka Panjang Xxx
Kas di Kasda XXX
Jurnal Pelaksanaan Anggaran:
Uraian Debet | Kredi
t
SiLPA/SiKPA XxXx
Estimasi Perubahan SAL XXX




